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INTISARI

Proses Pewarisan mempunyai dua makna, yaitu penunjukan pada ahli
waris ketika pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah pewaris
meninggal dunia. Penunjukan ini melalui surat wasiat. Surat wasiat diatur dalam
semua hukum waris yang berlaku di Indonesia, hukum waris barat, hukum waris
adat, dan hukum waris Islam. Begitu juga, pembagian harta warisan setelah
pewaris meninggal dunia diatur dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia.
Proses pewarisan tersebut mengakibatkan beralihnya barang tidak bergerak seperti
tanah kepada ahli waris. Peralihan hak atas tanah tersebut seharusnya diikuti
dengan pendaftaran tanah.

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
dimana terdapat unsur-unsur yang ada relevansinya dengan pewarisan tanah
sesuai dengan hukum waris yang diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Muntilan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris dan
tanah yang menjadi warisan sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Magelang atau belum, jika belum kendala apa yang menvebabkan telum didaftar
ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, melakukan
nengamatan di iokasi penelitian, wawancara kepada pegawai Kantor Peratanahan
Kabupaten Magelang, Sekretaris Desa, dan responden. Analisa data dilakukan
dengan analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa (1) masih banyak (80%
responden) belum mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
(2) responden masih banyak (70,33 %) yang belum mengikuti penyuluhan yang
diadakan oleh Kantor Pertanahan dan Instansi terkait. Alasan responden yang
belum mendaftarkan ke Kantor Pertanahan : (a) masih menunggu waktu / tradisi
adat, ada istilah tidak etis kalau waktu pewaris meninggal dunia tanah yang sudah
menjadi warisan ahli waris didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Magelang; (b) biaya mahal; (c) ketidaktahuan prosedur peralihan hak milik atas
tanah karena pewarisan; (d) masih dalam sengketa antara ahli waris dalam batas
kepemilikan yang kurang jelas maupun belum adanya kata sepakat atau kendala
dalam pembagian warisan. Kendala dalam pembagian warisan bila ahli warisnya
lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan bidang tanah yang dikuasai oleh ahli
waris luasnya belum tentu sama serta aksesbilitas tanah terhadap jangkauan
transportasi berbeda.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, saran-saran yang bisa diberikan
adalah penyuluhan di bidang pertanahan perlu ditingkatkan dengan jadwal yang
teratur dan terus berkesinambungan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tanah sebagai sumberdaya agraria mempunyai peran yang sangat
penting bagi kehidupan manusia, dikarenakan sejak manusia lahir dan semasa
hidup membutuhkan tanah sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitasnya,
bahkan ketika manusia meninggal dunia masih membutuhkan tanah sebagai
tempat pemakamannya.

Hubungan antara tanah dengan manusia dijelaskan oleh B. Ter Haar,
yaitu “Tanah merupakan tempat tinggal, tanah yang memberi kehidupan,
tanah dimana manusia dimakamkan, dan hubungannya bersifat magis
religius”.

Tanah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional, karena setiap kegiatan pembangunan baik
yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat tidak
lepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Seiring dengan
itulah, kebutuhan akan tanah sebagai sumberdaya agraria semakin.meningkat.
Namun demikian, ada ketidakseimbangan antara persediaan tanah yang
terbatas dengan kebutuhan akan tanah yang sangat besar.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
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transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rak'yat setempat,
termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah
yang serasi dan seimbang.

Oleh karena itu untuk dapat mewujudkar cara pemanfaatan,
penguasaan dan penggunaan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
merupakan tanggung jawab negara. lal itu sesuai dengan esensi Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 avat 3 vang berbunyi @ “Bumi air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rahyat.”

Realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayal 3 UUD 1945, maka
dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 t*niang Peraturan ‘Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). Salah satu tujuan dibentuknya UUPA adalah

y
memberikan kepastian hukum tentang hak «tus tanch.  Untuk mencapai
kepastian hukum tentang hak atas tanah, Pasal 19 UUPA menginstruksikan
kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftara.. tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi :
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintab diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurnt ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sedangkan kepada warga masyarakat pemegany hak atas tanah
diwajibkan mendaftarkan tanahnya apabila terjadi peralihan haknya seperti
yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 tentang 1lak Milik, Pasal 32 tentang

Hak Guna Usaha, dan Pasal 38 tentang Hak Guna Bangunan.
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Ketentuan Pasat 23 ditujukan kepada pemegang hak milik atas tanah
yang menentukan bahwa :

(I) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta
sahnya peralihan pembebanan hak tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria maka
hak milik atas tanah harus didaftarkan demikian pula setiap perubahan yang
terjadi karena peralihan hak harus pula didaftarkan. Salah satu cara peralihan
hak miiik atas tanah dalam hubungan ini adalah karena pewarisan.

Dalam peniciasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 42 ayat (1) tentang peralihan hak karena
pewarisan dijelaskan bahwa peralihan hak karena pewarisan terjadi karena
hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam
arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru.
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka
memben perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata
usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu
menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Pewarisan dimungkinkan sewaktu pewaris masih hidup, hal ini disebut

surat wasiat. Surat wasiat diatur dalam semua hukum waris yang berlaku di

Indonesia. Surat wasiat dalam hukum adat misalnya, sangat tergantung pada



sistem pewarisan Islam diresapi masyarakat dan dijadikan hukum adatnya.
Tetapi resapan tersebut ada yang dilakukan secara penuh dan ada pula yang
disesuaikan dengan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan yang dianut
di daerah yang bersangkutan.

Pada masyarakat di Kecamatan Muntilan, sebelum pewaris meninggal
dunia sudah dapat terjadi proses pewarisan harta kekayaan kepada calon ahli
waris, hal ini dapat terjadi dengan penunjukkan, sehingga terhadap yang
berwujud benda tidak bergerak seperti tanah menimbulkan peralihan hak milik
atas tanah. Peralihan hak atas tanah tersebut seharusnya diikuti dengan
pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian di atas maka penvusun tertarik untuk mengadakan
penelitian yang disajikan dalam tulisan ilmiah dengan berjudul :

STUDI TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS
TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN MUNTILAN

KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1) Apakah tanah yang menjadi harta warisan telah didaftarkan peralihan hak
milik atas tanahnya karena pewarisan ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Magelang ?



3) Kendala apa yang menyebabkan fanah tersebut belum didaftarkan ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ?

. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, pengetahuan, dan kemampuan
penyusun, maka topik permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada kurun
waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.
Adapun pembahasan masalah lebih difokuskan pada persepsi atas pelaksanaan
pendaftaran tanah karena pewarisan dengan memperhatikan proses pewarisan

yang paling banyak dianut oleh masyarakat Kecamatan Muntilan.

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujucn Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

a. Mengamati penyebab bahwa tanah yang merupakan harta warisan tersebut
belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

- 7 Mengamati kendala dalam pelaksanaan pembagian waris di Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang.

c.. Mengamati tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Muntilan terhadap

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.



2. Kegunaan Penelitian

Penelitian int mempunyai kegunaan antara lain :

a. Untuk mendapatkan pengalaman dengan mengetahui pelaksanaan
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

b. Sebagai bekal kepada penyusun dalam melaksanakan pelayanan di bidang

pertanahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa di
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang masih banyak masyarakat (80%)
yang belum mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya karena
pewarisan ke Kantor pertanahan Kabupaten Magelang. Hai ini karena adanya
beberapa kendala yang menyebabkan pemegang hak milik atas tanah beium
mendafiarkan peralihan haknya. Kendala-kendala tersebut adalah scbagai

berikut :

1. Adanya kebiasaan masyarakat setempat yang untuk mendaftarkan
peralihan hak milik atas tanahnya menunggu setelah 1000 hari

meninggalnya pewaris ;

2. Menunggu semua ahli waris untuk berkumpul membahas pembagian

warisan.

3. Adanya sengketa antara ahli waris dalam batas kepemilikan yang kurang
jelas maupun belum adanya kata sepakat (kendala) dalam pembagian
warisan. Kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan bila ahli

warisnya lebih dari satu orang. Hal ini disebabkan bidang tanah yang
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4. Menunggu salah satu ahli waris mandiri artinya masih sekolah atau

kuliah.
B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan
peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan maka penulis mencoba
memberikan sumbangan pemikiran, kiranya dapat bermanfaat bagi
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan
yaitu perlu ditingkatkan penyuluhan di bidang pertanahan kepada masyarakat

dengan jadwal yang teratur dan terus berkesinambungan.
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